
BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS  DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dijelaskan tidak ada jabatan struktural
di bawah Ispektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan
ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor
13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tenis Daerah,
setelah Inspektur Pembantu terdapat jabatan struktural;

c. bahwa berdasarkan pertimbang-an sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang  Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis
Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 125,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4437)sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah terakhir  dengan  Undang-
Undang  Nomor  12 Tahun  2008  tentang  Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor  59,  Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang
Organisasi Perangkat  Daerah  (lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  57  Tahun
2007  tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi,
Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR
13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis
Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
a.  Inspektur;
b.  Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;


